BUPATI BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Menimbang

a.

KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

bahwa perubahan struktur kelembagaan perangkat
daerah diarahkan untuk meningkatkan produktifitas
dan efektifitas organisasi dalam menyelenggarakan
dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah;

bahwa sejalan dengan perkembangan waktu dan
kebutuhan di daerah berdasarkan asas wurusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
terkait sistem informasi pemerintahan daerah tentang
pengintegrasian dan keselarasan perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah maka susunan
perangkat daerah perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Buol Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, Kedudukan dan Susunan Orgaisasi

Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;



Mengingat

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah

Kabupaten Buol;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan  Kabupaten  Buol,
Kabupaten  Morowali, dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Keija, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



Menetapkan

S. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten
Buol Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Buol Nomor 05) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol
(Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2020
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Buol Nomor 19).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
DAERAH KABUPATEN BUOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buol Nomor
6 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Buol (Berita Daerah
Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 06) diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan huruf a, huruf e, huruh h, hurufi, huruf 1

huruf m, hurufo dan huruf r Pasal 3 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas Daerah terdiri atas :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana;
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Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perhubungan;

Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan
Permukiman;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Perikanan; dan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian.

Ketentuan angka 1 dan angka 3 pada huruf b ayat (2)

Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan

Dinas Daerah tipe A ;

(2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.



C.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Non Formal membawahi:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan
Anak Usia Dini dan Nonformal;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;

3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan

Karakter Pendidikan Anak Usia Dini.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahi:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah
Dasar;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Sekolah Dasar; dan

3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter Sekolah Dasar.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

membawahi:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah
Menengah Pertama;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Sekolah Menengah Pertama; dan

3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter Sekolah Menengah Pertama.

Bidang Kebudayaan membawahi:

1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;

2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan

3. Seksi Kesenian.

Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal;

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dasar; dan

3. Seksi Tenaga Kebudayaan.

UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.



(3) Struktur organisasi Dinas Pendidikan  dan
Kebudayaan tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

3. Ketentuan huruf c, angka 1 huruf ¢, angka 2 huruf c,
angka 3 huruf ¢, huruf d angka 1 huruf d, angka 2
huruf d, angka 3 huruf d, huruf e, angka 1 huruf e,
angka 2 hurufe, dan angka 3 huruf e ayat (2) Pasal 8
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman merupakan Dinas Daerah tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud ayat
(1), terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawabhi:
1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Perumahan Rakyat dan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum membawahi:
1. Seksi Pendataan dan Perencanaan
Perumahan dan PSU;
2. Seksi Pelaksanaan Penyediaan Perumahan
dan PSU; dan
3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan
Permukiman;
2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan; dan
3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian

Kawasan Permukiman.



e. Bidang Pertanahan, membawahi:

1. Seksi Inventarisasi dan Penyelesaian

Sengketa Tanah;

2. Seksi Penetapan Lahan dan Penertiban Izin
Lokasi; dan
3. Seksi Penyediaan Tanah.
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman tercantum dalam lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Ketentuan huruf c, angka 1 hurufc, angka 2 hurnfc,
angka 3 huruf ¢, hurufd angka lhuruf d, angka 2
huruf d, angka 3 hurufd, huruf e, angka 1 huruf e,
angka 2 huruf e, angka3 huruf e, huruf f, angka 1
huruf f, angka 2 huruf fdan angka 3 huruf f ayat (2)
Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1} Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi merupakan
Dinas Daerah tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Keija dan
Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Aset; dan
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Keija,
membawahi:
1. Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Pemagangan

Tenaga Keija;



2. Seksi Strandarisasi Produktifitas dan
Kompetensi Tenaga Keija;

3. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan dan
Keterampilan Keija.

d. Bidang Penempatan Tenaga Keija, Perluasan
Kesempatan Keija dan Hubungan Industrial,
membawahi:

1. Seksi Penempatan Tenaga Keija dan
Perluasan Kesempatan Keija;

2. Seksi Kelembagaan Organisasi dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial; dan

3. Seksi Syarat Keija, Pengupahan dan
Jaminan Sosial.

e. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi, membawahi:

1. Seksi Penyelesaian dan Pengendalian Areal,

2. Seksi Pembinaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Transmigrasi; dan

3. Seksi Fasilitasi dan Penataan Persebaran
Penduduk.

f. Bidang Pengembangan Kawasan Tmsmigrasi,
membawahi:

1. Seksi Pengembangan Sosial Budaya
Masyarakat Transmigrasi;

2. Seksi Pengembangan Usaha konomi, Promosi
dan Kemitraan Transmigrasi; dan

3. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan
Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Struktur organisasi Dinas Tenaga Keija dan

Transmigrasi tercantum dalam lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



S. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), angka 1 huruf
f, angka 2 huruf f, angka 3 huruf f, angka 1 huruf g,
angka 2 hurufg dan angka 3 huruf g ayat (2) Pasal 12
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan
Dinas Daerah tipe A.

(2) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
membawahi:
1. Seksi Ketersediaan Pangan;
2. Seksi Distribusi Pangan; dan
3. Seksi Kerawanan Pangan.
d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
membawahi:
1. Seksi Konsumsi Pangan;
2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
dan
3. Seksi Keamanan Pangan.
e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
membawahi:
1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin
Pertanian (Alsintan); dan

3. Seksi Penyuluhan.



(3)

(1)

(2)

f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,

membawahi:

1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
2. Seksi Produksi; dan

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

g. Bidang Perkebunan membawahi:

1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
2. Seksi Produksi; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
h. Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan
membawahi:
1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengolahan dan Pemasaran.

i. UPTD; dan

j.- Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian tercantum dalam lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
merupakan Dinas Daerah tipe A.

Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
terdiri atas :

a. Kepala Dinas;



Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan program;

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Bidang Penataan dan Pengembangan Desa

membawahi:

1. Seksi Kelembagan Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan;

2. Seksi Pembinaan dan Evaluasi
Perkembangan Desa; dan

3. Seksi Pengolahan Data Desa.

Bidang Pemerintahan Desa membawahi:

1. Seksi Administrasi dan Sistim Informasi
Desa;

2. Seksi Penyeienggaraan Pemerintahan Desa;
dan

3. Seksi Keijasama Antar Desa.

Bidang Pemberdayaan Desa, membawahi:

1. Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan;

2. Seksi Penanggulangan Kemiskinan dan
Ekonomi Desa; dan

3. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat
TTG dan SDA.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, membawahi:

1. Seksi kualitas hidup perempuan, kualitas
keluarga, data dan informasi;

2. Seksi pemenuhan hak anak; dan

3. Seksi perlindungan hak perempuan dan
perlindungan khusus anak.

UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.



(3) Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa tercantum dalam lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Ketentuan angka 2 pada huruf d dan angka 1 pada
huruf f ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasall6

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas
Daerah tipe A.

(2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
a. Kepala Dinas;

Sekretariat membawabhi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
membawabhi:
1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Aturan;
dan
3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan
Koperasi dan Usaha Mikro membawahi:
1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan
Koperasi;
2. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha
Mikro; dan
3. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

dan Kewirausahaan.



e. Bidang Perindustrian membawahi:

1.

Seksi Perizinan dan Perencaaan
Pembangunan Industri;

Seksi Pengembangan Industri Kecil dan
Penataan Struktur Industri; dan

Seksi Pengelolaan Sistim Informasi Industri

Nasional.

f. Bidang Perdagangan membawabhi:

1.

3.

Seksi Perlindungan Konsumen, Tata Niaga,
dan Kemetrologian;
Seksi Sarana Distribusi Logistik Perdagangan
dan Perizinan; dan

Seksi Pengawasan dan Pemantauan Harga.

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional .

(3) Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

tercantum dalam lampiran VI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dinas

Pasal 18

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

merupakan Dinas Daerah tipe A.

(2) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga

dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat membawahi:

1.
2.

Sub Bagian Perencanaan dan Program;

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan



c. Bidang Kepemudaan membawahi:
1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
d. Bidang Keolahragaan membawahi:
1. Seksi Pembudayaan Olahraga;
2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
e. Bidang Pariwisata membawahi:
1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
dan
3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
f. Bidang Ekonomi Kreatif membawabhi:
1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM
dan Infrastruktur Ekonomi Kreatif;
2. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran
Ekonomi Kreatif; dan
3. Seksi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar
Lembaga dan Wilayah Ekonomi Kreatif.
g. UPTD; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata tercantum dalam lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan

Bupati ini.

Ketentuan huruf c, angka 1 hurufc, angka 2 huruf c,
angka 3 huruf ¢, huruf d, angka 1 huruf d, angka 2
huruf d, angka 3 huruf d, huruf e, angka 1 huruf e,
angka 2 hurufe, dan angka 3 huruf e ayat (2) Pasal 20

iilubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



(1)
(2)

3)

Pasal 20

Dinas Perikanan merupakan Dinas Daerah tipe B.

Susunan Organisasi Dinas Perikanan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri

atas :

f.

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Aset; dan

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

Bidang Perikanan Tangkap membawahi:

1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan
Tempat Pengelolaan Ikan;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan
Tangkap; dan

3. Seksi Pemberdayaan Nelayan.

Bidang Penguatan Daya SaingProduk

Perikanan dan Kelautan membawahi :

1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan;

2. Seksi Bina Mutu dan Diservikasi Produk
Perikanan; dan

3. Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan.

Bidang Perikanan Budi Daya membawabhi:

1. Seksi Kawasan Budi Daya dan Kesehatan
Ikan;

2. Seksi Pembenihan dan Pakan Ikan; dan

3. Seksi Produksi dan Usaha Budi Daya.

UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Perikanan tercantum

dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak



10. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian merupakan Dinas Daerah tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Aset; dan
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi
Publik membawahi:
1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
3. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi
Publik.
d. Bidang Penyelenggaraan E-Govemment
membawahi:
1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
2. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
3. Seksi Keamanan Informasi E-Govemment.
e. Bidang Hubungan Media dan Layanan
Informatika membawahi:
1. Seksi Hubungan Media;
2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan
Layanan Publik; dan

3. Seksi Tata Kelola E-Govemment.



f. Bidang Statistik dan Persandian membawahi:
1. Seksi Informasi dan Pengolahan Data
Statistik;
2. Seksi Tata Kelola dan Pengamanan
Persandian; dan
3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi.
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Struktur organisasi Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian tercantum
dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu)

12.

13.

pasal yaitu Pasal 23A, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat
dengan jabatan yang mengalami perubahan yang
dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun
2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Dinas Daerah Kabupaten Buol tetap melaksanakan
tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang

baru berdasarkan peraturan bupati ini.

Lampiran [ diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak

dari Peraturan Bupati ini.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Lampiran VIII diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Lampiran IX diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Lampiran XII diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Lampiran XIII diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Lampiran XV diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Lampiran XVII diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Lampiran XVIII diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
Apftdft tanggal 1 Maret 2021

RAUF
Diundangkan di Buol
pada tanggal 1 Maret 2021

IRI$ DAERAH KEBUPATEN BUOL,

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOLTAHUN 2021 NOMOR 49



: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 4 TAHUN 2021
TANGGAL 1 MARET 2021

LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS

SATUAN PENDIDIKAN o o
KELOMPOK JABATAN
FUNQSIONAL



PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 4 TAHUN 2021
TANGGAL 1 MARET 2021

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUOL

LAMPIRAN II

KEPALA DINAS

I SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
PUNGSIONAL
SUB BAGIAN s SDffBSGNU -
PROGRAM, KEUANGAN KEPEGAWAIAN DAN
DAN ASET UMUM
1 I
BIDANG BIDANG BIDANG
PERUMAHAN RAKYAT DAN
PRASARANA, SARANA DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN
UTILITAS UMUM
.1
SEKSI

SEKSI

PENDATAAN DAN PERENCANAAN
KAWASAN PERMUKIMAN

SEKSI

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PERUMAHAN

SEKSI
PEMANFAATAN DAN
PENGENDALAIAN KAWASAN
PERMUKIMAN

/A

INVENTARISASI DAN
PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH

SEKSI

PENETAPAN LAHAN DAN
PENERTIBAN IZIN LOKASI

SEKSI

PENYEDIAAN TANAH

BUPATNBUOL,



PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 4 TAHUN 2021
TANGGAL 1MARET 2021

LAMPIRAN III

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUOL



LAMPIRAN IV

NOMOR 4 TAHUN 2021
TANGGAL 1MARET 2021

i
BIDANG
KETERSEDIAAN DAN

DISTRIBUSI PANGAN
1

SBXS1

KETERSEDIAAN PANGAN

SEKSI

DISTRIBUSI PANGAN

SEKSI

KERAWANAN P.

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KONSUMSI DAN KEAMANAN
PANGAN
I

SEKSI

KONSUMSI PANGAN

SEKSI

PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN

SEKSI

KEAMANAN PANGAN

: PERATURAN BUPATITENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BUOL

KEPALA DIRAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BACUAN SUB BADIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN
DAN PROGRAM UMUM ASET
L 1 1
BIDANG BIDANG BIDANG
PRASARANA, SARANA DAN TANAMAN PANGAN DAN
PENYULUHAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN
e i 1 1
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBENIHAN DAN
LAHAN, IRIOASI DAN PERLINDUNGAN TANAMAN ngl RBL}%I\\II]IDHIQ\II\I GKQN
PEMBIAYAAN PANGAN DAN P RKEBUNAN
HORTIKULTURA
SEKSI SEKSI SEKSI
PRODUKSI TANAMAN
PUPUKAEEIS;TIiEDA DAN PANGAN DAN PRODUKSI PERKEBUNAN
HORTIKULTURA
SEKSI SEKSI SEKSI
PENSGOLAH?N DAN PENGOLAHAN DAN
PENYULUHAN PEMASARAN TANAMAN PEMASARAN
PANGAN DAN PERKEBUNAN
HORTIKULTURA

UPTD

BUPATI BUOL,

AMIRUDIN KAUF

i
BIDANG
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
1

SEKSI
PEMBIBITAN DAN
PRODUKSI

SEKSI

KESEHATAN HEWAN

SEKSI

KESMAVET,
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN



LAMPIRAN V

NOMOR 4 TAHUN 2021

TANGGAL 1 MARET 2021

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG

PENATAAN DAN PENGEMBANGAN
DESA

1

SEKSI
KELEMBAGAAN DESA DAN LEMBAGA
KEMASVARAKATAN

SEKSI

PEMBINAAN DAN EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA

SEKSI
PENGOLAHAN DATA DESA

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS

BIDANG

PEMERINTAHAN DESA

1

SEKSI
ADMINISTRASI DAN SISTIM
INFORMASI DESA

SEKSI

PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

SEKSI
KERJASAMA ANTAR DESA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN ASET
PROGRAM UMUM
BIDANG BIDANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PEMBERDAYAAN DESA PERUNDUNGAN ANAK
1

SEKSI SEKSI

KUAUTAS HIDUP PEREMPUAN, KUAUTAS

PEMBANGUNAN DESA DAN
KELUARGA, DATA DAN INFORMASI

KAWASAN PERDESAAN

SEKSI SEKSI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
EKONOMI DESA PEMENUHAN HAK ANAK
SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN KAPASITAS PERUNDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN
PERUNDUNGAN KHUSUS ANAK

MASYARAKAT TTG DAN SDA

/m/ .4 \BUPA3 "
_*f
i L. eutiA

V



PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 4 TAHUN 2021
TANGGAL 1 MARET 2021

LAMPIRAN VI

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BADIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN ASET
PROGRAM UMUM
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN
KEIE’%%%??N%ASIXI\?AN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
USAHA MIKRO
1, J 1 I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBERDAYAAN DAN PERIZINAN DAN PERENCAAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, TATA
KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN PENGEMBANGAN KOPERASI PEMBANGUNAN INDUSTRI NIAGA DAN KEMETROLOGIAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
KEANGGOTAAN DAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL SARANA DISTRIBUSI LOGISTIK
PENERAPAN ATURAN FASILITASI USAHA MIKRO DAN PENATAAN STRUKTUR PERDAGANGAN DAN
INDUSTRI PERIZINAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN

PENINGKATAN KUALITAS SDM
KOPERASI DAN
KEWIRAUSAHAAN

PENGELOLAAN SISTIM
INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL

PENGAWASAN DAN
A PEMANTAUAN HARGA

BUPATI.i

sRAUF



LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATITENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 4 TAHUN 2021

TANGGAL 1 MARET2021

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG

KEPEMUDAAN
I
SEKSI

PEMBERDAYAAN PEMUDA

SEKSI

PENGEMBANGAN PEMUDA

SEKSI

INFRASTRUKTUR DAN
KEMITRAAN PEMUDA

», wK

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUB BAQIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN DAN
PROQRAM UMUM KEUANGAN DAN ASET
I 1
BIDANG BIDANG BIDANG
KEOLAHRAGAAN PARIWISATA EKONOMI KREATIF
r I
SEKSI SEKSI SEKSI
RISET, EDUKASI,
PENGEMBANGAN DESTINASI PENGEMBANGAN SDM &
PEMBUDAYAAN OLAHRAGA PARIWISATA INFRASTRUKTUR EKONOMI
KREATIF
SEKSI SEKSI SEKSI
PENINGKATAN PRESTASI PENGEMBANGAN PEMASARAN AKSES PERMODALAN DAN
OLAHRAGA PARIWISATA PEMSARAN EKONOMI KREATIF
SEKSI SEKSI SEKSI
INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI FASIUTASI HKI, HUB, ANTAR
KEMITRAAN OLAHRAGA PARIWISATA

UPTD

LEMBAGA, DAN WILAYAH
- EKONOMI KREATIF



LAMPIRAN VIII ;  PERATURAN BUPATITENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 4 TAHUN 2021
TANGGAL 1 MARET 2021

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG

PERIKANAN TANGKAP

SEKSI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA
IKAN DAN TEMPAT PEGELOLAAN
IKAN

SEKSI

SARANA DAN PRASARANA
PERIKANAN TANGKAP

SEKSI
PEMBERDAYAAN NELAYAN

UPTD

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN ASET

BIDANG

PENGUATAN DAYA SAINGPRODUK
PERIKANAN DAN KELAUTAN

1
SEKSI

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL PEMASARAN

SEKSI
BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASi
PRODUK PERIKANAN

SEKSI
USAHA DAN KELEMBAGAAN
PERIKANAN

§UB sxoro?'
KEPEGAWAIAN DAN
UMUM

BIDANG

PERIKANAN BUDIDAYA

SEKSI
KAWASAN BUDIDAYA DAN
KESEHATANIKAN
SEKSI
PEMBEN1HAN DAN PARAN IKAN
SEKSI

PRODUKSI DAN USAHA
BUDIDAYA



LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 4 TAHUN 2021
TANGGAL 1MARET2021

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

B1DANG
PENGELOLAAN DAN
LAYANAN INFORMASI
PUBLIK

SEKSI
PENGELOLAAN OPINI
PUBLIK
SEKSI
PENGELOLAAN

INFORMASI PUBLIK

SEKSI

PENGELOLAAN MEDIA
1UNIKASI PUBLIK

KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS

1

BIDANG
PENYELENGGARAAN E-

SEKRETARIS
r
1 ... 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN DAN ASET UMUM
BIDANG

BIDANG

HUBUNGAN MEDIA DAN

STATISTIK DAN

GOVERNMENT LAYANAN INFORMATIKA PERSANDIAN
1 1
SEKSI SEKSI SEKSI
INFRASTRUKTUR DAN INFO SI
T OLOG HUBUNGAN MEDIA PENGOLAHAN DATA
EKNOLOGI STATISTIK
SEKSI SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SUMBER TATA KELOLA DAN
APLIKASI DAYA DAN LAYANAN PENGAMANAN
PUBLIK PERSANDIAN
SEKSI SEKSI SEKSI
KEAMANAN INFORMASI E TATA KELOLA E- PENGAWASAN DAN
GOVERNMENT GOVERNMENT ‘n'  EVALUASI

SUF



